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Apakah staf Anda mengalami kesulitan dalam:

* Memahami dan menerapkan
Peraturan Pajak?

* Menghitung dan melaporkan Pajak?

* Membuat perencanaan Pajak?

For adalah pelatihan pajak berbasis
multimedia pertama di Indonesia.
Dirancang oleh Lembaga Manajemen
Formasi yang telah berpengalaman
lebih dari 10 tahun menyelenggarakan
pelatihan pajak kepada ribuan peserta
dari berbagai perusahaan

sampai saat ini.

Dengan F@r , perusahaan Anda
dapat menghemat biaya pelatihan
yang tinggi, serta waktu Anda yang
berharga. Far menghadirkan
pelatihan pajak secara profesional,
kapan pun dan di mana pun

Anda butuhkan.

For akan membantu staf Anda untuk memahami pajak PERTHMH—'.
lebih mudah dengan fitur lengkap sebagai berikut : DI INDONESIA

ik iy BB e dntam B i

Video Pelatihan Peraga Visual Ringkas Usar Frigndly, belsja

dhpandu obeh knaaltsn paak il il e Pk v et gl
ol il Pajak tevicait dengan kata Rend praiih:

FORMAS Indonesian Tax Review
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EDITAXORIAL

Ada Apa dengan Modal
Ventura di Indonesia?

al pembaca TR yang terhormat, bagalmana kabar Anda

semuat Kami mendo’akan agar selurub pembaca ITR selabu

dalam keadaan iehat dan sejahtera. Aamiin. Ngomong-

ngomaong ada yvang tahu kah mengenal sejarah modal

ventura di Indonesial Terus, ada enggek ya hubwngannya
dengan perpajakan di negara Bercinta ind?

Konon, modal ventura di Indonesia diawali dengan pembentukan PT
Bahana Pemblnaan Usaha Indonesia (BPLI), sebuaf Badan Usaha Millk Megara
(BUMN) yang sahamnya dimilki oleh Departermen Kewangan (B2,3%) dan
Bank Indanesia [17,8%) dibentuk berdatarkan Peraturan Permenntah Marmor
18 Tahun 1973 tentang Peryertaan Modal Negara.

Gema nama Bahana memang sempat menggetarkan “dunia kewangan”
rasantara. Ketika pada tabun 1973 dalah satu anak usaharmya, PT Bahana
Artha Ventura (BAV), agresif melebarkan usaha ke selsruh provins,
membentuk Perusahaan Modal Ventura Daerah (FMVD). Sasarannya. usaha
kecil menengah (UEMb untuk dibiayad, Pengaturan kegiatan Modal Ventura
lebih lanjut diatur dengan Keputusan Menter Keuangan Mommor 1251/
EME.13/ Tanggal 20 Desember 1938 tentang Eetentuan dan Tata Cara
Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan  dan Keputusan Menter Kevangan
Momor 469 EME 1771995 tanggal 3 Oktober 1995 tentang Pendirian dan
Pemberian Modal Ventura.

MNah, Istilah ventura sendiei berasal dari kata vendtwe, yang berart] sesuatu
yang mengandung risiko atew dapat pula diartikan sebagai usaha, Jadi
rrodal ventura (venfure capital) adalah modal yang ditanambkan pada usaha
yang mengandung risike. Sedanghkan, perusahaan modal ventura adalah
badan wsaha yvang melakukan usaha pemblayaan dalam bentuk dengan
penyertaan modal ke dalam sugtu perusahaan yang menerima bantuan
pembiayaan untuk jangka waktu tertentu,

Secara wmum modal vemtura berorientasi uniuk  mempercieh
Eeuntungan yang tinggi dengan risiko yang tinggi pula Sedangkan, dalam
perpajakan sendiri, modal ventura terbera dalam Pasal 4 ayat (3) hurul kKUY
PPh yang menyebutkan bahwa penghasilan vang diterima atau dipercdeh
perusahaan modal ventura benspa bagian laba dari badan pazangan usaha
yang didirikan dan ménjalankan usiha atau kegistan di Indonesia tidak
termasuk sebagal abjek PPh.

Wah, enggak kena pajak donk? Eits... Tunggu duly, marni kita sama-
sama menelisik lebib jauh terhadap ventura tersebut, Bagaimana kejelasan
payung hukum yang mengaturnya? Ada permasalahan apa di dalam modal
wantura ity sendid?

Mah, yukkita ikuti vlasan selengkapnya pada majalah tercinta kesayangan
Arda, dalym ITH Volwme Vil Edigi 10 kali ind ya! Sedamat membaca.

Salamm
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06 Tax Focus
Menilai Fasilitas PPh Atas Modal Ventura

Ketentuan mengenal modal ventura tidak banyak
diatur dalam peraturan  perpajakan. Pengaturan
utama mengenal modal ventura ini terletak pada Pasal
4 ayat (2) dan Pasal 4 ayat (3] UU PPh, Relevansi dan
inkonsistenti dari peraturan ind perlu dipertanyakan,
mengingat adanya potensi sengketa, Apa saja
permasalahan tersebut?

18 Tax Focus

Surat Keterangan Fiskal (SKF) "Katabelece"
dari Kantor Pajak

Surat Keterangan Fiskal (SKEF) atau yang biasa disebut
Tax Clearance telah menjadi dokumen yang sangat
farniliar di kalangan Wajib Pajak (WP Setiap WP
yang hendak mengikuti tender pengadaan barang/
jasa untuk keperluan instansi pemerintab  wajib
mengantongi sural ini, Setiap erang yang hendak
mencalonkan diri menjadi kepala daerah dan wakil
kepala daerah dalam Pllkada juga diwajibkan memiliki
surat keterangan ind.

34 The Untaxable

Lebih Bayar PPh Agen Asuransi

Kebutuhan akan  perlindungan, atas  ketidakpastian
yang setiap saat dapat mengancam pada setiap orang
menyehabkan agen-agen asuransi tumbuh menjamur di
Indanesia, Permasalah dari sudut pandang perpajakan
adalah di mana banyaknya perusahaan aswransi yang
kerap memotong pajak penghasilan para agen-agen nya
lebih bayar, Tetap saja “namanya® lebih bayar akan menyita
banyak waktu dan tenagal .

46 Tax Treaty

Relasi UU PPh dengan P3B dan Penerapannya

Aspek perpajakan transaksi lintas negara kerap kali menjadi
problem tersendiri bagi wajib pajak. Tidak jarang wajib
pajakbimbang bagaimana menerapkan ketentuan yang ada
dalam suatu PIB sehingga wajlb pajak dapat merminimalisic
potensi pengenasn pajak berganda, Bagimanakah langkakh
mudah dalam penerapan P3B tersebut? Simak ulasannya
berikut ini!

Indonasian Tax Reeas
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Oleh:
DR. Ngadiman 5H, S5E, Msi

Pengenaan Pajak
Bumi dan Bangunan

VS
Keadilan

ebagaimana diketahul bahwa Pajak Bumi dan Bangunan

perdesaaan dan perkotaan ditetapkan sebagai Fajak

Dacrah berdasarkan UU MNo.28 Tahun 2009 tentang

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Ketetapan ini

ditetapkan pada tanggal 15 September 200% dan

mulai diberlakukan pada tanggal 1 Januari 2010. Undang-Undang

Mo 28 Tahun 2009 ini dengan tegas menyvatakan bahwa Fajak Bumi

dan Bangunan, merupakan Pajak Daerah Kabupaten!d Kota, yvang
sebelumnya merupakan Pajak Pusat.

Di dalam Undang-Undang ini dikatakan bahwa Pajak Buml dan

Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah Pajak atas Burmi danfatau

bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimantastkan oleh orang

S8
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pribadi/badan, kecuali kawasan yang digunakan
untuk kegiatan wsaha perkebunan, perhutanan,
dan pertambangan. Perubahan mendasar apabila
Undang-Undang MNo.12
Tahunm 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan dan

dibandingan dengan
perubahannya, yaitu diberikannya kewenangan
kepada daerah untuk menetapkan NJOPTKP dan Tarif
Pajak dan ditiadakannya persentase nilai jual kena
pajak terhadap NJOP untuk menetapkan besaran
pokok pajak. Besarnya MJOP tersebut ditetapkan
kepada daerah setiap 3 (tiga) tahun kecuall untuk
objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap
tahun sesuai dengan perkembangan wilayah. Milal
Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTEP) yang
ditetapkan paling rendah R10.000.000.00 untuk
setiap Wajib Pajak dengan peraturan daerah,

Penentuan NJOPTKP ini perlu menjadi perhatian
pertama karéena akan mem pengaruhi prinsip keadilan
di dalam pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan.
Sebagaimana diketahul bahwa pemajakan PBB di
manapun juga di dunia ini selalu berpegang tequh
dengan 2 (dua) asas pemungutan perpajakam,
yakni harus sesuai dengan asas manfaat dan asas
kemampuan membayar (ability 1o payl. lika tidak
maka akan terjadi ketidakadilan dalam pEmuUnguian
pajak,

Asas manfaat mengacu pada keuntungan yang
didapat /manfaat daripada pembayaran pajak yamg
digunakan untuk pembangunan daerah terutama
untuk pembangunan infrastuktur publik seperti
jalan, penerangan (listrik), jembatan, trotoar, got
isaluran air], dsb. Sedangkan Asas kemampuan
membayar mengacu kepada kemampuan seseorang
atau badan dalam melakukan pembayaran pajak
atas tanah dan bangunan yang dimilikinya, atau
dengan kata lain pembebanan pajak harus sesual
dengan kemampuan membayarnya. Hal inilah yang
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dilnginkan agar keadilan pemungutan pajak balk
keadilan vertikal, keadilan horizontal, dan keadilan
geagrafis terpenuhi dalam pemungutan PEE.
Sebagai penulis  akan mencoba
memberikan conteh terhadap pemungutan PEE DK

contoh

Jakarta yang pada tahun ini mengalami kenaikan
140%-200% dibandingan dengan tahun sebelumnya,
yang mengundang banyak protes dari masyarakat,
Hal ini terutama dari masyarakit golongan tidak
mampu, pensiun pegawal negeri, pensiunan swasta,
veteran, dan masyarakat kecil lainnya.

Masyarakat menyadari bahwa sudah 4 tahun ini
DEIl tidak mengalami kenaikan NJOP. NJOP memang
seharusnya dikatakan ideal apabila mendekati
harga pasar, sehingga potensi penerimaan pajak
dari sektor PBB dapat dimaksimalkan dan kerugian
negara dapat dihindari (diminimalkan),

Provinii DKl pada Tahun 2014 juga menerapkan
tarif pragresif dengan rincian untuk NJOP di bawah
Rp200 Juta tarif PBE ditetapkan sebesar 0,01%,
untuk NJOF Rp200 Juta - Rp2 Milyar dikenakan
tarif 0,1%, untuk NJOP Rp2 Milyar - Rp10 Milyar
dikenakan tarif 0,2%, dan terakhir tarif 0,3% untuk
MNJOF diatas Rp10 Milyar, Namun, ada beberapa hal
perlu diperhatikan sehubungan dengan penerapan
Undang-Undang Mo.28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah, di mana PBB Perdesaan
dan Perkotaan sebagai Pajak Daerah menggantikan
Undang-Undang Mo.12 Tahun 1994 tentang PBE yang
dinilai melanggar asas keadilan dalam pemungutan
PEB terutama terhadap pelaksanaan pemungutan
FBB di DEI secara khusus ;

Pertama,

Undang-Undang Mo.28 Tahun 2009 telah
melanggar asas Keadilan Herizontal di mana
kaitan antara pembebanan pajak dengan

59
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sumber pendapatan tidak diberikan di dalam seseorang maka seharusnya orang tersebut

pasal-pasal yang ada di Undang-Undang membayar pajak lebih besar daripada yang
Mo 28 Tahun 2009, Pembebanan Pajak tanpa

didukung oleh sumber pendapatan akan

tidak mampu,

Ketiga,
memberikan rasa ketidakadilan terhadap e

pengenaan pajak terhadap Wajib Pajak. Hal ini apabila  keringaman atau keberatan harus
karena tidak sesuai dengan prinsip ability to pay
(kemampuan membayar). DV dalam Undang-
Undang Mo.28 Tahun 2009 tidak memberikan

keringanan  otomatis terhadap Wajib Pajak

diproses melalui permohonan Wajib Pajak maka
akanterjadi kecenderungan korupsioleh pejabat
yang berwenang. Hal inl karema pemberian
keringanan berdasarkan pertimbangan pejabat
tersebut, Seharusnya keringan dlheril-can secara
otomatis melalul pasal di dalam undang-undang

tertenty yang mempunyai penghasilan kecil
atau di bawah PTEP. untuk weteéran perang,
dan rakyat miskin, begitu juga tidak diberikan
keringanan. Begitu juga terhadap objeknya

tanpa harus melalul proses permohonan lagi
guna mencegah terjadinya penyalahgunaan

seperti untuk rumah sederhana dan rumah wewenang oleh pejabat yang terkait.

sangat sederhana dengan ukuran/ luasan Berdasarkan ketiga alasan tersebul, maka perlu untuk

dilakukan adendum terhadap UL Mo.28 Tahun 2009
dengan memasukkan pasal-pasal yang mengatur

tertentu dan harga tertentu seperti rumah
ukuran 36M2 dan 4582 serta TOM2 dengan
harga di bawah RpZ00 Juta semestinya

dibebaskan dari pungutan PEB.

Kedua,

di dalam Undang-Undang Ne.28 Tahum 2009
juga tidak wmemuat pengaturan terhadap
tarifl tambahan terhadap lahan-lahan/ tanah/
rumah yang tidak dihunl ataw tamah-tanah
yang tidak produktif. Di banyak negara seperti
Jepang, Taiwan, Australia, dan New Zealand
menerapkan tarif yang lebih tinggi terhadap
tanahs lahan kosongd rumah yang tidak dikuni
atau tidak dibangun, yang semata-mata dibeli
vntuk tujuan inveitasi atau spekulasl. Hal ini
akan membuat harga tanah cenderung lebih
fluktuatif dan bersifat spekulatif. Oleh karena
itu, seharusnya perlu memuat aturan khusus
dengan penerapan  tarif  khusus  terhadap
lahan/ tanah yang kesong/ tidak dihuni begitu
juga terhadap rumah kedwa dan seterusnya.
Penerapan tarif tambahan akan memberikan
rasa keadilan vertikal, di mana semakin mampu

1. Pembebasan Pembayaran PBE terhadap
Subjek Pajak tertentu yakni yang mempunyai
penghasilan  kecil  (di  bawah PTEP],
pensiuman veberan perang, pensiunan gumg
atau pegawal negeri, yang semuanya tidak
mempunyal penghasilan yang lain, sehingga
dapat dikategarikan sebagal Subjek Pajak
yang dapat diberikan pembebasan Pajak
Bumi dan Bangunan sécara otamatis.

2. Pembebasan terhadap objek-objek tertentu
yakni untuk rumah sangat sederhana dan
rumah sederhana dengan harga dan luasan
tertentu dibebaskan dari pemungutan PEB
khususnya ini merupakan rumah pertama
dan di huni sendiri aleh Wajib Pajak teriebut.

3. Pengenaaan tarif pajak ekstra (tambahan)
terhadap Wajik Pajak yang memiliki rumah/
lakan/ tanah yang tidak ditempati’ yang
tidak produktif, Pengenaan tarif pajak ekstra
harus diberikan seperti 2004 lebih besar
pajak PEB darl yang seharusnyam
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